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MOTTO 

                   

                       

                         

Artinya :Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 

bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika 

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka 

sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak 

ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang 

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S Al-Ahzab : 5) 
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Prosedur pengangkatan anak temuan adalah serangkaian tindakan yang 

sesuai dengan aturan yang harus dilakukan seseorang yang akan melakukan 

pengajuan penetapan pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usulnya (anak 

temuan). Dalam prosedur tersebut terdapat beberapa syarat-syarat yang harus 

dipenuhi. Tujuan dari pengangkatan anak temuan adalah untuk melegalkan 

(mensahkan) anak yang selama ini diasuh menjadi anak angkat yang sah dimata 

hukum. Motif pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi 

anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak pasal 39 ayat (1). Pada penelitian ini peneliti memiliki 

beberapa tujuan, yaitu (1) untuk mendiskripsikan yang menjadi pertimbangan 

hakim dalam memutuskan prosedur pengangkatan anak temuan dalam perkara ini 

(2) untuk mendiskripsikan prosedur pengangkatan anak  temuan dalam perkara ini 

ditinjau dari hukum Islam (3) untuk mendiskripsikan nasab anak temuan dalam 

perkara ini. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan 

(field Research), dengan penentuan lokasi di Pengadilan Agama Jember karena 

perkara pengangkatan anak temuan, Pengadilan Agama Jember pernah 

menanganinya dan lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti. Sifat penelitiannya 

adalah deskriptif analitik, data yang diperoleh dalam penelitian ini ada dua, data 

primeir dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari mempelajari laporan penelitian, penetapan 

hakim, artikel, observasi, serta dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh 

data yang pasti, adapun mengenai metode analisa data peneliti menggunakan 

analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan 

pendekatan kasus serta menafsirkan data secara teori. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim 

menetapkan sahnya pengangkatan anak temuan ini meskipun syarat-syaratnya 

tidak terpenuhi menurut perundang-undangan adalah niat baik orang tua angkat 

dan kebaikan yang akan diperoleh anak dimasa yang akan datang dengan adanya 

penetapan pengangkatan anak ini. 

Dan dalam tinjauan hukum Islam prosedur pengangkatan anak temuan 

dalam perkara ini sudah sesuai dengan hukum Islam, karena syarat-syarat untuk 

melakukan pengangkatan anak temuan dalam Islam dalam perkara ini telah 

terpenuhi. Untuk nasab dari anak temuan ini masih dihukumi tidak jelas oleh 

Hakim Pengadilan Agama Jember, karena tidak menutup kemungkinan orang tua 

dari anak temuan ini akan datang untuk mencari anak ini, dan yang terdapat dalam 

hukum Islam istilah pengakuan anak terhadap anak temuan tidak diatur dalam 

perundang-undangan Indonesia.  

  

ABSTRAK 

SITI KHOTIJAH, 2015, TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI 
PENGANGKATAN ANAK TEMUAN  (Analisi Perkara Nomor 
0431/PDt.P/2014/PA.Jr) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan 

dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang bukan mahram.
1
 Nikah merupakan salah satu sendi pokok dalam 

kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama memerintahkan kepada umatnya 

untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu sehingga musibah 

yang diakibatkan oleh perbuatan yang diharamkan dapat terhindari. Allah SWT 

Berfirman dalam QS An-Nisa’: 3.
2 

                          

                               

           

Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku  adil 

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.” (QS. An-Nisa’:3). 
 

Dalam sebuah hadits Nabi Muhamad SAW pernah bersabda tentang 

anjuran menikah, hadits tersebut yaitu: 

                                                           
1
Beni Ahmad Saebeni, Fiqh munakahat 1(Bandung: Pustaka Setia, 2009), 9. 

2
Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahnya (Semarang: Karya Toha 

Putra Semarang, 1998), 115. 

1 
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2 

 و  ي  ل  ع   ى الل  ل  ص   الل   ل  و  س  ا ر  ن  ل   ، ق ال  ال  ق   و  ن  ع   الل   ى  ض  ر   د  و  ع  س  م   ن  ب   الل   د  ب  ع   ن  ع  
 ر  ص  ب  ل  ل   ض  غ  ا   و  ن  إ  ، ف  ج  و  ز  ت   ي  ل  ف    ة  باء  ال   م  ك  ن  م   اع  ط  ت  اس   ن  م   اب  ب  الش   ر  ش  ع  ام  : ي  م  ل  س  و  
ْ   ن  م  و   ج  ر  ف  ل  ل   ن  ص  ح  ا  و    (و  ي  ل  ع   ق  ف  ت   )م   اء  ج  و   و  ل   و  ن  إ  ف   م  و  الص  ب   و  ي  ل  ع  ف    ع  ط  ت  س  ي  لم 

Artinya : Abdullah bin Mas’ud r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada 

kami, “wahai kaum muda, barang siapa diantara kamu telah mampu 

berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan 

pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum 

mampu maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat 

mengendalikanmu.” (HR. Bukhari dan Muslim)
3
 

 

 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
4
 Membentuk keluarga yang bahagia 

kerap kali salah satunya di identikkan dengan kehadiran anak di antara suami dan 

istri. Sering kali terjadi perceraian  karena dalam keluarganya tidak menemukan 

kebahagian tanpa adanya seorang anak. 

Dalam fiqh munakahat di tegaskan, memiliki keturunan merupakan 

salah satu tujuan dalam pernikahan secara substansial, tujuan tersebut agar 

manusia tidak punah dan hilang di telan sejarah. Agar pembicaraan makhluk 

manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana 

membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih 

dari dongeng masa lalu.
5
 

                                                           
3
Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan Bulughul Maram , terj. Achmad  Sunarto (Jakarta: Pustaka 

Amani, 2000), 469. 
4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi 

Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2. 
5
Saebeni, Fiqh Munakahat, 37. 
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3 

Hal ini tentu tidak lepas dari peran penting perempuan yaitu sebagai 

seorang ibu. Peran ini meliputi saat mengandung, melahirkan, dan menyususi. 

Peran perempuan ini telah di apresiasi oleh Allah SWT dalam firman-Nya, QS Al-

Ahqaf ayat 15.
6 

                       

                            

                         

                           

    

 

Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua 

orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, 

dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya 

sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia 

telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya 

Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang 

telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya 

aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah 

kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak 

cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan 

Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri” (QS. 

Al-Ahqaf: 15). 
 

 Hal ini di perkuat dengan hadits Nabi  yang menyatakan bahwa Allah 

mengharamkan durhaka kepada ibu. 

                                                           
6
Departemen Agama, Al Quran dan Terjemahnya, 824. 
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  ن  ع  و  
 
: ال  ق   م  ل  س  و   و  ي  ل  ع   ى الل  ل  ص   الل   ل  و  س  ر   ن  الل عنو ا   ي  ض  ر   ش ع ب ة  ن  ب   ة  ر  ي   غ  ال

 م  ك  ل   ه  ر  ك  ، و  ات  ى  ا و  ع  ن   م  ، و  ات  ن  ب   ال    د  أ  و  ، و  ات  ه  م  ال   ق  و  ق  ع   ك م  ي  ل  ع   م  ر  ح   الل   ن  )إ  
 .و  ي  ل  ع   ق  ف  ت   ( م  ال  م  ال   ة  اع  ض  إ  و   ال  ؤ  الس   ة  ر  ث   ك  : و  ال  ق  و   ل  ي  ق  

Artinya: Dari Mughirah bin Syu’bah r.a., Rasulullah SAW bersabda, 

”Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, 

mengubur anak perempuan hidup-hidup, menahan dan menuntut, 

dan dia tidak suka kalian banyak bicara, banyak bertanya, dan 

menghambur-hamburkan harta.” (HR. Mutafaq Alaih). 
7
 

 

Dalam hadits lain Nabi bersabda bahwa Ridho Allah ada pada Ridho 

Orang Tua 

ي الن   ن  ا، ع  م  ه  ن   ع   الل   ى  ض  ر   ي  ض  ر   ر  م  ع   ن  ب   الل   د  ب  ع   ن  ع  و    م  ل  س  و   و  ي  ل  ع   ى الل  ل  ص   ب 
 و  ج  ر  خ  ( أ  ن  ي  د  ال  الو   ط  خ   س  ف   الل   ط  خ  س  و   د ي ن  ال  الو   ض ى ر  ف   الل   ىض  : )ر  ال  ق  

 .م  ي  اك  ال   و   ان  ب  ح   ن  ب  ا   و  ح  ح  ص  يّ،  و  ذ  م  الت   
Artinya: Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a. bahwa Nabi SAW bersabda,” 

Keridaan Allah tergantung kepada keridaan orang tua dan 

kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua.” (HR. Tirmidzi) 

Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.
8
 

 

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada para 

orang tua sebagai bentuk tanggung jawab untuk memelihara, merawat, dan 

mendidiknya agar menjadi penerus yang baik dan bermanfaat baik bagi Nusa, 

Bangsa, dan Agamanya. 

Namun dalam era masa kini banyak di temukan orang tua yang tidak 

memperlakukan anaknya dengan baik, menelantarkan anaknya begitu saja, 

seakan-akan tiada kasih sayang dari mereka. Sebagaimana banyak diberitakan di 

media akhir-akhir ini mengenai penemuan bayi yang di buang di perkampungan, 
                                                           
7
Al-Asqalani ,Terjemahan Bulughul Maram, 692. 

8
Al-Asqalani ,Terjemahan Bulughul Maram, 693. 
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bahkan ada yang lebih tega dibuangnya di tempat sampah, seakan-akan benar-

benar tidak ada harganya nyawa seseorang yang senyatanya itu adalah darah 

dagingnya sendiri. Padahal sesungguhnya masih banyak orang yang berharap 

memiliki keturunan, tapi terkadang mereka yang memiliki kesempatan untuk 

memiliki keturunan justru mensia-siakannya, dengan cara menelantarkan anaknya, 

membuang anaknya begitu saja. Bersyukur ketika orang yang menemukan anak 

tersebut baik dan bersedia mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak tersebut, 

sehingga anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang baik, generasi bangsa yang 

jujur, dan  melegalkannya sebagai anak angkat. 

Anak terlahir sebagai bentuk adanya kasih sayang dari kedua orang 

tuanya, namun entah apa yang membuat para orang tua yang membuang atau 

menelantarkan anaknya begitu saja, tak sadarkah mereka bahwa anak tersebut 

terlahir karena atas dasar kasih sayangnya bersama pasangannya. 

Permohonan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) 

yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan 

kewenangan Pengadilan Agama.
9
 Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak tidak menjelaskan prosedur pengangkatan anak, namun 

hal ini telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan 

SEMA No. 2 Tahun 1979.
10

 Dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 disebutkan prosedur 

beserta syarat-syarat pengangkatan anak terkait anak tersebut jelas asal-usulnya, 

                                                           
9
Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Jakarta, 2013), 158. 
10

Ahmad Kamil, M.Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2008), 58. 
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namun bagaimana ketika anak tersebut tidak jelas asal-usulnya atau anak hasil 

temuan? Hal ini masih belum tertuang dalam Undang-undang. 

Dalam hal ini Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk 

dengan alasan tidak ada hukumnya. Sehingga kewajiban bagi seorang hakim 

adalah berijtihad dalam menyelesaikan perkara tersebut yang mana perkaranya 

belum tertuang aturannya dalam Undang-undang, sehingga Pengadilan Agama 

Jember ketika menerima perkara ini membuat berbagai pertimbangan. Dari latar 

belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai prosedur 

dan syarat-syarat pengangkatan anak yang mana anak tersebut merupakan anak 

hasil temuan yang secara Undang-undang masih belum ada aturannya. Peneliti 

akan menganilisis perkara tersebut dan meninjaunya dari pandangan hukum 

Islam. Dan diangkat dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai 

Pengangkatan Anak Temuan (Analisis Perkara Nomor 0431 /Pdt.P /2014 /PA.Jr)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan dalam beberapa 

rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian sebagi berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam 

memutuskan prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak temuan? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prosedur dan syarat 

pengangkatan anak temuan? 

3. Bagaimana status nasab anak angkat anak temuan dalam perkara ini? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan 

Agama Jember dalam hal memutuskan prosedur beserta syarat-syarat 

pengangkatan anak temuan 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

prosedur beserta syarat-syarat pengangkatan anak temuan 

3. Dan untuk mendeskripsikan status nasab anak angkat anak temuan 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat baik bagi 

peneliti pada khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya. Manfaat yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan keilmuan yang 

terkait yaitu seputar hukum keperdataan terutama mengenai pengangkatan 

anak. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Sebagai upaya dalam pengembangan potensi diri baik secara 

intelektual maupun akademis 

2) Menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang 

keperdataan anak 



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

 

 
 

8 

3) Menambah keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah 

sebagai bekal untuk penelitian yang berikutnya  atau sebagai 

perbaikan untuk penelitian yang akan dating 

b. Bagi Lembaga 

Sebagai transkip laporan penelitian, dan dapat dijadikan 

sebagai rujukan atau penelitian terdahulu bagi generasi penerus IAIN 

Jember. 

c. Bagi Masyarakat 

Sebagai salah satu bentuk informasi dan bertambahnya 

keilmuan yang berfungsi sebagai khasanah keilmuan yang bisa di baca 

dan ditelaah oleh masyarakat secara umum. 

 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang penegertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak 

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh 

peneliti.
11

 Oleh karena itu, peneliti memberikan definisi istilah terkait penelitian 

ini sebagai berikut: 

a. Hukum Islam 

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

Hadits melalui proses penalaran atau ijtihad.
12

 

                                                           
11

Tim Penyusun Stain Jember, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 

45. 
12

 Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum 

Islam  ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 1. 
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b. Prosedur 

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, atau tindakan yang 

harus dijalankan sesuai aturan.
13

 

c. Pengangkatan Anak 

Pengangkatan Anak adalah mengangkat atau mengambil seorang 

anak, yang mana anak tersebut anak orang lain untuk menjadi anak sendiri.
14

 

d. Anak Temuan 

Anak temuan atau dalam bahasa arab disebut Al-Laqith seorang 

anak yang di temukan oleh seseorang yang di tinggalkan oleh orang tuanya 

dan tidak diketahui orang tuanya.
15

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini berisi tentang diskripsi alur 

pembahasan skripsi yang di mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup.
16

 

Sitematika penelitian  skripsi ini di antaranya: 

BAB I Pendahuluan yang meliputi uraian tentang Latar Belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

istilah, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Kajian kepustakaan, Bab ini berisikan tentang penelitian 

terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang 

serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dan kajian teori yang 

                                                           
13

Wikipedia Ensklopedia Bebas “Prosedur”http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur (19 Desember 

2014 pukul 09.00 WIB) 
14

Darwan Prints, Hukum Anak Inonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 94. 
15

 Andi Syamsu Alam dan  M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: 

Pena, 2008), 190 
16

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah , 48. 
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membahas tentang teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan 

penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. 

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang 

digunakan dalam penelitian oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti mengggunakan 

jenis penelitian kwalitatif dengan menggunakan pendekatan kasus. 

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini akan membahas hasil 

yang diperoleh dari penelitian dengan berlandaskan pada penelitian lapangan. 

Penyajian data dan analisa data ini akan mendeskripsikan tentang uraian data dan 

temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan 

pada BAB III terkait dengan fokus penelitian yang diangkat. 

BAB V merupakan Bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan 

kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian berikut 

saran-saran dari peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Jean K. Matuankotta dengan judul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum 

Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari 

Perspektif Hak Asasi Manusia)”.
17

 

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum anak 

angkat dalam memperoleh kejelasan status hukum di tinjau dari kaca mata 

HAM. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apa saja penyebab dari 

belum terpenuhinya dengan baik hak anak angkat dalam memperoleh 

kejelasan status hukum dan apa saja yang menjadi kebijakan pemerintah 

atas masalah tersebut. 

Penelitian ini memilki kesamaan yaitu sama-sama meneliti 

tentang anak angkat. Dan yang membedakan adalah penelitian yang 

peneliti lakukan membahas tentang prosedur beserta syarat-syarat dari 

pengangkatan anak, yang mana anak tersebut merupakan anak hasil 

temuan di tinjau dari hukum Islamnya, peneltian yang peneliti lakukan 

juga membahas tentang penentuan nasab anak tersebut. 

 

                                                           
17

Jean K. Matuankotta, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh 

Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif 

Hak Asasi Manusia)”, 

file:///C:/Users/INFORMATIKA%20UTM/Downloads/jsasi2011_17_3_8_matuankotta.pdf (16 

Desember 2014 pukul 20.05 WIB) 

 

11 

file:///C:/Users/INFORMATIKA%20UTM/Downloads/%20jsasi2011_17_3_8_matuankotta.pdf


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

 

 
 

12 

2. PenelitianYulyanti Yunita Katidjan dalam dengan judul “Hak Dan 

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Di Masyarakat 

Minahasa”.
18

 

Penelitian ini membahas tentang hak dan kedudukan anak 

angkat dalam hal kewarisan yang dilakukan di lingkungan masyarakat 

Minahasa. Penelitian  memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 

hak dan kedudukan anak angkat atas harta warisan orang tua angkat terkait 

dengan hukum waris yang dipraktekkan oleh masyarakat Minahasa . 

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas 

tentang anak angkat. Dan yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah ruang lingkup pembahasannya, 

yang menjadi pembahasan dalam penelitian peneliti adalah prosedur 

beserta syarat-syarat pengangkatan anak temuan di tinjau dari hukum 

Islam. Yang membedakan lagi penelitian ini menggunakan penelitian 

lapangan sedangkan yang peneliti lakukan adalah studi analisis. 

3. PenelitianZakia Al Farhani dengan judul “Proses Pengangkatan Anak 

(Adopsi) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik 

Pesantren Al-Falah Parung Benying)”.
19

 

                                                           
18

 Yulyanti Yunita Katidjan , “Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Di 

Masyarakat Minahasa di http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/ 

article/viewFile/3044/2589 (16 Desember 2014 pukul 20.30 WIB) 
19

Zakia Al Farhani, Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus 

Yayasan Siran Malik 

Pesantren Al-Falah Parung Benying) 

di 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3002/1/ZAKIA%20AL%20FARHANI-

FSH.pdf (16 Desember 2014  pukul  20.15 WIB) 

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/%20article/viewFile/3044/2589
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/%20article/viewFile/3044/2589
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3002/1/ZAKIA%20AL%20FARHANI-FSH.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3002/1/ZAKIA%20AL%20FARHANI-FSH.pdf
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Penelitian merupakan penelitian yang berupa studi kasus. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui dan menjelaskan proses 

pengangkatan anak yang berlaku di Yayasan Siran Malik yang berada di 

lingkungan pesantren Al-Falah Parung Benying. 

Penelitian ini hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti 

lakukan yaitu sama-sama membahas proses pengangkatan anak dalam 

pandangan hukum Islam. Bedanya penelitian ini hanya menggunakan 

obyek anak angkat yang orang tuanya ada kejelasannya sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah berkaitan tentang anak angkat hasil 

temuan. Dan penelitian ini merupakan penilitian yang berupa penelitian 

lapangan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan merupakan studi 

analisis. 

 

B. Kajian Teori 

1) Pengertian Anak 

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang berbentuk sebuah 

amanah untuk para orang tua, yang harus di jaga dan di hormati hak-hak yang 

melekat pada dirinya. Dalam Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan setiap 

orang yang hidup, sejak ia lahir ia memiliki hak-hak yang harus di hargai oleh 

orang lain  yang biasa dikenal dengan hak asasi manusia. 

Didalam kehidupan seorang anak, tentu terdapat ketentuan hukum-

hukumyang berkenaan dengannya. Hal ini merupakan peringatan bagi para 

pengasuh dan pendidik betapa pentingnya untuk memperhatikan anak-

anaknya. Hal ini dilakukan agar hak-hak anak dapat terlindungi dan anak 
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tumbuh kembang menjadi manusia yang sehat baik jasmani maupun rohani 

dan bermanfaat bagi agama dan negaranya . 

Dalam hukum di Indonesia, terdapat perbedaan dalam 

mendefinisikan anak. Berikut beberapa penegertian anak menurut hukum 

positif yang berlaku di Indonesia. 

Menurut hukum pidana, anak adalah seseorang yang belum 

mencapai 16 tahun. Dan menurut Undang-undang pengadilan anak, anak 

adalah seseorang yang berada dalam perkara anak nakal yang telah mencapai 

delapan tahun dan belum mencapai 18 tahun dan belum menikah.
20

 

Menurut hukum perburuhan, anak adalah orang laki-laki atau 

perempuan berumur 14 tahun kebawah. Dalam hukum perdata, anak adalah 

seseoarang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. 

Dan menurut undang-undang tentang perkawinan, anak adalah seseorang 

yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi 

perempuan. Sedangkan menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 

delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih berada didalam 

kandungan.
21

 

Berdasarkan uraian tentang anak diatas, secara sederhana dapat 

dirumuskan bahwa anak adalah individu-individu yang masih berusia muda 

atau belum tamyiz dan belum pernah menikah. 

 

                                                           
20

Darwan Prints, Hukum Anak Inonesia, 2. 
21

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

(Bandung: Citra Umbara, 2008), 4. 
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2) Hak-Hak Anak
22

 

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak disebutkan beberapa hak anak yang tertuang dalam pasal 4 

sampai dengan pasal 18, diantaranya: 

a) Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

b) Anak berhak atas sebuah nama dan status kewarganegaraan sebagai 

identitas diri. 

c) Anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi. 

d) Anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh 

orang tuanya terkecuali orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 

kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, anak tersebut 

berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan 

undang-undang yang berlaku   

e) Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial 

f) Anak berhak mendapatkan pendidikan, menyatakan dan didengar 

pendapatnya, menerima, mencari, dan memberi informasi. 

g) Setiap anak berhak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, 

berekreasi dan berkreasi. 

h) Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 

                                                           
22

 Darwan Prints, Hukum Anak Inonesia, 80. 
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i) Setiap anak yang menjadi korban pelaku tindak pidana berhak 

mendapat bantuan hukum. 

3) Pengangkatan Anak 

Pada masa Rasulullah, pengangkatan anak telah menjadi tradisi 

dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah tabanni. 

Secara etimologi tabanni berarti mengambil anak. Istilah ini memiliki arti 

seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, maka berlakulah hak-

hak anak tersebut seluruh ketentuan hukum sebagaiamana anak kandung 

orang tua angkat.
23

 

Dalam mendefinisikan pengangkatan anak terdapat beberapa 

pendapat. Dalam hal ini Mahmud Syaltut mendefinisikan pengangkatan anak 

dalam dua pengertian. Pertama pengangkatan anak anak adalah mengambil 

anak orang lain untuk diasuh dan dididik sebagai anak sendiri tanpa diberikan 

status anak kandung. Kedua pengangkatan anak adalah mengambil anak 

orang lain sebagai anak sendiri dan memberi anak tersebut status anak 

kandung (nasab) sehingga anak tersebut merupakan hak penuh orang tua 

angkatnya.
24

 Dua pengertian ini merupakan penemuan Mahmud Syaltut 

tentang pengangkatan anak dalam dua masa, pengertian pertama merupakan 

pengertian pengangkatan anak yang berlaku semasa Rasulullah khususnya 

setelah turun QS Al Ahzab ayat 4
25

 

                                                           
23

Andi Syamsu Alam dan  M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam , 19-20 
24

Ahmad kamil dan fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 97. 
25

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahnya, 666. 
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Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 

zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak 

angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu 

hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang 

sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).(QS Al-

Ahzab:4) 
 

 

Dan pengangkatan anak dengan seperti ini yang dibenarkan oleh 

Islam, sedangkan pengertian pengangkatan anak yang kedua merupakan 

pengangkatan anak yang berlaku dimasa Jahiliah dan saat ini di anut oleh 

golongan Tionghoa. 

Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil seorang 

anak yang merupakan anak orang lain untuk menjadi anak sendiri. Proses 

pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Hal ini demi 

kepastian hukum mengenai perubahan status anak tersebut dalam keluarga 

orang tua angkatnya.
26

 

Pengangkatan Anak berarti mengangkat seorang anak orang lain 

untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan 

anak kandung.
27
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Darwan Prints, Hukum Anak Inonesia, 94. 
27

Simorangkir, JCT,, kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru , 1987), 4. 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan secara umum 

bahwa pengangkatan anak adalah mengambil  anak orang lain untuk 

dijadikan anak sendiri dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan tanggung 

jawab lainnya serta disahkan secara hukum melalui penetapan pengadilan. 

4) Prosedur Pengangkatan Anak 

Untuk melakukan pengangkatan anak di Indonesia harus melalui 

beberapa prosedur dan memenuhi beberapa syarat yang telah di tentukan oleh 

perundang-undangan. 

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979 disebutkan bahwa alasan 

permohonan pengangkatan anak diajukan  untuk kepentingan anak itu sendiri 

yang meliputi kelangsungan hidup anak, perkembangan fisik dan mental, 

serta perlindungan terhadap anak tersebut. Adapun secara teknis, mengenai 

pengakatan anak diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak. 

Teknis Pengajuan permohonan pengangkatan anak meliputi 

beberapa hal yaitu pengajuan permohonan pengangkatan anak dapat 

dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan hukum acara yang berlaku, 

permohonan pengangkatan anak secara tertulis dibuat dalam bentuk surat 

permohonan yang bersifat voluntair, surat permohonan pengangkatan anak 

dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan 

surat permohonan pengangkatan anak di tujukan kepada Pengadilan Negeri 
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atau Pengadilan Agama yang wilayah yuridiksinya meliputi tempat tinggal 

atau domisili anak yang akan diangkat.
28

 

Dalam hal permohonan penetapan pengangkatan anak yang 

diajukan di Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 

1989 tentang Pengadilan Agama, para pemohon harus melalui beberapa 

prosedur yaitu pertama pemohon menuju pada kepaniteraan Pengadilan 

Agama Meja I sub kepaniteraan permohonan untuk mendaftarkan 

permohonannya dengan membawa surat permohonan dan salinannya, dan 

mendapat taksiran panjar biaya dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk 

Membayar (SKUM), kedua pemohon menuju kasir untuk membayar uang 

panjar dan mendapat nomor nomor perkara pada SKUM dan tanda lunas, 

ketiga pemohon menuju Meja II untuk mendaftarkan permohonannya secara 

register untuk diregistrasi dan mendapatkan kembali satu lembar surat 

permohonannya dan selembar SKUM yang telah diregistrasi. Setelah 

terregistrasi pihak kepaniteraan menyiapkan berkas perkara untuk diserahkan 

kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditentukan Majelis hakimnya, dan 

ditentukan pula Panitera sidang oleh Panitera Pengadilan Agama, kemudian 

ditentukan hari sidangnya, keempat pemohon mendapat panggilan (Relaas) 

utnuk menghadiri persidangan.
29

  

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur yang 

terdapat dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA 

Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak adalah prosedur secara 

                                                           
28

 Ahmad kamil dan fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 58. 
29

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 

2011), 58. 
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teknis terkait pengangkatan anak, sedangkan yang ada pada Undang-undang 

Peradilan Agama adalah prosedur permohonan baik permohanan 

pengangkatan anak maupun permohonan yang lain. 

Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak meliputi dua aspek, 

yang pertama aspek isi surat permohonan dan yang kedua aspek oarang-orang 

yang terkait dalam pengangkatan anak.
30

 Dalam aspek isi surat permohonan 

syarat-syarat tersebut  meliputi: 

a) Dalam bagian dasar hukum dari permohonan secara jelas diuraikan 

dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan 

pengangkatan anak. 

b) Harus nampak dalam permohonan tersebut bahwa permohonan 

pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan untuk kepentingan calon 

anak yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan 

hari depan anak setelah pengangkatan terjadi 

c) Isi petitum bersifat tunggal  yaitu tidak disertai petitum yang lain (in 

semen loop met), misalnya “agar anak dari A ditetapkan sebagai anak 

angkat B” atau “agar pengangkatan anak yang telah dilakukan 

pemohon B terhadap anak dari A yang bernama C dinyatakan sah” 

Sedangkan syarat –syarat dalam aspek orang-orang yang terkait 

meliputi: 

a) Syarat bagi calon orang tua angkat, berlaku beberapa ketentuan yaitu, 

pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung 

                                                           
30

Sumiarni, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga, (Yogyakarta: 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), 206. 
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dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan, 

pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat 

perkawinan (single parent adoption) diperbolehkan, dan calon orang 

tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak 

angkat. 

b) Syarat bagi calon anak angkat, yaitu dalam hal calon anak angkat 

berada dalam asuhan yayasan sosial harus dilampirkan surat izin 

tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah 

diizinkan bergerak dalam bidang kegiatan anak, calon anak angkat 

berada dalam yayasan sosial harus mempunyai izin tertulis dari 

menteri sosial atau pejabat yang di tunjuk bahwa anak tersebut 

diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat. 

5) Macam-Macam Anak 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak terbagi menjadi 

dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah
31

. Anak sah adalah anak yang lahir 

akibat pernikahan yang sah, sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir 

yang tidak berdasarkan perkawinan yang sah atau orang biasa menyebut anak 

luar kawin. 

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor23 Tahun 2002 anak 

terbagi dalam beberapa macam diantaranya: 

a. Anak Terlantar 

                                                           
31

Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2000), 5. 



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

 

 
 

22 

Anak terlantar yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya 

secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 

b. Anak Yang Menyandang Cacat 

Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami 

hambatan fisik atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangannya secara wajar. 

c. Anak Yang Memiliki Keunggulan 

Anak yang memiliki keunggulan yaitu anak yang memiliki 

kecerdasan luar biasa atau memilki potensi atau bakat istimewa. 

d. Anak Angkat 

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari 

lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain 

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan 

anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan 

putusan atau penetapan pengadilan. 

e. Anak Asuh 

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau 

lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, 

pendidikan, dan kesehatan, karena oarang tuanya atau salah satu orang 

tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak tersebut.  

6) Anak Temuan Dalam Hukum Islam
32

 

Anak temuan dikenal dengan istilah bahasa arab Al-laqith yang 

secara bahasa berarti seorang anak yang ditinggal orang tuanya di jalan. 
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 Andi Syamsu Alam dan  M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 190-191 
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Sedangkan menurut istilah beberapa fukaha bervariasi mendefinisikannya. 

Berikut beberapa pengertian menurut para fukaha: 

a. Menurutt ulama Mazhab Syafi’iyah, al-laqith adalah seorang anak 

yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut 

kemiskinan atau menghidari tuduhan zina. 

b. Menurut Imam Nawawi, al-laqith adalah anak-anak kecil (yang belum 

baligh berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang 

mengasuhnya (bapak, ibu, atau kerabat). 

c. Menurut ulama Malikiyah, al-laqith adalah seoarang anak kecil yang 

tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya. 

d. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, al-laqith adalah seorang anak 

yang tidak diketahui nasab-nya atau anak yang tersesat dijalan, 

diantara kelahirannya samapai mumayiz. 

secara sederhana al-laqith dapat dipahami sebagai seorang anak 

yang dibuang keluarganya yang disebabkan dua hal yaitu, takut tidak sanggup 

mendidik dan menafkahinya atau menghindari tuduhan yang menyangkut 

harga diri orang tuanya. 

Dari pengertian para fukaha di atas, mereka sepakat bahwa anak 

yang tidak diketahui keberadaan kelurganya termasuk kategori al-laqith. 

Sedang ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menambahkan batasan umur yaitu 

dari saat kelahirannya sampai tamyiz. 

Rukun al-laqith ada tiga, yaitu mengambil anak yang dibuang, 

anak yang dibuang, dan orang yang menemukan dan mengambil anak yang 
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dibuang tersebut. Sedangkan dalam hal orang yang menemukan dan 

mengasuhnya, menurut Imam Nawawi harus memenuhi beberapa syarat, 

diantaranya: 

a. Orang tersebut harus sudah cakap hukum (taklif) 

b. Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecuali dapat izin dari 

tuannya 

c. Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuhnya 

d. Adil 

7) Nasab Anak Temuan Dalam Hukum Islam 

Dalam ajaran Islam perlindungan terhadap anak-anak sangatlah 

diperhatikan, termasuk dalam hal perlindungan terhadap anak temuan karena 

anak temuan juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. 

Para fuqoha menetapkan, mengambil dan mengasuh anak temuan 

adalah fardu kifayah hukumnya bagi yang menemukan anak, hal ini karena 

merupakan ihya linafsi (menjaga kehormatan diri sendiri) dan berharap suatu 

saat anak temuan tersebut bermanfaat dalam kehidupannya.
33

 Allah berfirman 

dalam Q.S Al-Maidah ayat 32.
34 

                         

                            

                                                           
33

Andi Syamsu Alam dan  M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 193. 
34

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahnya, 164. 
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Artinya: oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 

bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 

karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 

membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah 

membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara 

kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara 

kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang 

kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-

keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu  

sungguh-sungguh  melampaui batas dalam berbuat kerusakan 

dimuka bumi. (QS. Al-Maidah:32) 

 

Fakta dilapangan, banyak orang yang tidak bersedia mengambil 

dan mengasuhnya, padahal pada hakikatnya mereka mampu memelihara dan 

mengasuhnya. Untuk mendorong agar individu, masyarakat, dan negara 

bersedia mengambil, mengasuh, dan memelihara anak temuan yang terlantar, 

para fukoha berkata bahwa orang yang mensia-siakan anak tersebut berdosa 

dan yang mengambilnya akan mendapat keberuntungan.
35

 

Seorang anak yang ditemukan dinegara Islam maka dihukumkan 

sebagai muslim dan orang yang menemukan anak temuan tersebut 

berkewajiban untuk merawat dan memberinya nafkah.
36

 Para ahli fiqh 

bersepakat mengenai nasab anak temuan, jika seorang muslim menemukan 

seorang anak, maka ia dapat melakukan pengakuan kepada anak temuan 

                                                           
35

Andi Syamsu Alam dan  M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam194 
36

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 95 
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tersebut sebagai anak kandungnya dan benar-benar tidak diketahui 

keluarganya. Apabila pihak yang menemukan anak tersebut telah 

mengikrarkan pengakuannya, maka sahlah anak tersebut sebagai anaknya 

sendiri dan sah pula pertalian nasab anak tersebut dengan yang 

mengakuinya.
37

 Hal ini untuk menjaga kehormatan anak dan memuliakan 

kehidupan sang anak diantara masyarakat dengan menisbahkannya dengan 

ayah yang diketahuinya. Ketika ditetapkannya nasab anak, maka harus 

ditetapkan pula hak-hak anak tersebut sebagai anak, baik berupa nafkah, 

pendidikan, dan hak waris. 

Apabila tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai 

anaknya, maka anak tersebut tetap berada ditangan orang yang 

menemukannya. Dan orang yang menemukannyalah yang menjadi walinya, 

ia memiliki kewajiban untuk mendidik, merawat, dan memberikan 

pengetahuan yang baik dan bermanfaat agar suatu saat, kelak anak tersebut 

dewasa tidak menjadi beban bagi masyarakat. Sedangkan nafkah anak tesebut 

menjadi kewajiban baitul mal untuk membiayai kehidupan anak tersebut. 

Orang yang menemukannya bertanggung jawab atas semua yang dibutuhkan 

anak temuan itu.
38

 

Pernyataan diatas seakan-akan bertentangan dengan QS Al-Ahzab 

Ayat 5
39
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38

Andi Syamsu Alam dan  M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,195 
39

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahnya, 667. 
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Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 

bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika 

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah 

mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. 

dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, 

tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan 

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

Dalam ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa anak yang tidak 

diketahui bapaknya dianggap sebagai maulanya. Yusuf Al-Qardhawi 

menyatakan dengan tegas bahwa mengambil anak untuk dijadikan anak 

kandungnya yang bukan berasal dari tulang rusuknya adalah haram. Jika 

seorang ayah mengingkari nasab anak yang dilahirkan ditempat tidurnya saja 

dilarang apalagi mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak 

kandungnya sendiri.
40

 

Islam berpendapat secara positif, bahwa pengangkatan anak 

dengan menjadikannya anak kandungnya sendiri merupakan sebuah 

pemalsuan terhadap relaita, suatu pemalsuan yang menjadikan seseorang 

terasing dari lingkungan asalnya. Dia dapat berkumpul, bergaul dengan bebas 

dengan ibu angkatnya, saudara perempuan angkatnya, dengan dalih sebagai 

mahram padahal hakikatnya mereka adalah orang asing. 

                                                           
40

 Syekh Muhammad Al-Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam (Surabaya:Bina Ilmu, 1990), 

308 
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Dalam QS Al-Ahzab ayat 4 dan 5
41

 disebutkan. 

                             

                           

                         

                    

                   

                 

Artinya: 4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 

zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak 

angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu 

hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang 

sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) 5. Panggilah 

mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak 

mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 

mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) 

saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa 

atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada 

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

Dari ayat diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya 

pengangkatan anak yang  sebenarnya adalah pengaktan anak yang sebatas 

pada omongan saja. Perkataan lidah tidak dapat mengganti kenyataan dan 

tidak dapat merubah kenyataan, tidak dapat menjadikan orang lain sebagai 

                                                           
41

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahnya, 666-667 
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kerabat, dan orang asing sebagai pokok nasab, dan tidak pula anak angkat 

sebagai anak yang sebenar-benarnya. 

Islam telah menghapus seluruh pengaruh yang ditibulkan oleh 

aturan yang berlaku pada masa jahiliyah ini, misalnya tentang warisan dan 

dilarangnya menikahi bekas istri anak angkat.
42

 

Pengangkatan anak dengan artian mendidik dan memilahara 

sangat dimuliakan oleh Allah SWT, siapa yang mengerjakan pengangkatan 

dengan artian mendidik dan memelihara kelak akan memperoleh pahala 

disurga.  

Al-Laqith sama dengan anak yatim, tetapi anak seperti ini lebih 

patut dinamakan Ibnu Sabil yang oleh Islam kita dianjurkan untuk 

memeliharanya. Apabila seseorang yang memungutnya tidak memiliki 

keluarga, kemudian dia bermaksud untuk memberikan hartanya kepada anak 

pungut (Al-Laqith)yang dipeliharanya tersebut, maka dia dapat 

memberikannya melalui hibah sewaktu masih hidup atau menggunakan 

wasiat sebelum meninggal.
43

 

 

                                                           
42

 Ibid, 308. 
43

 Ibid, 312. 



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang 

telah ditentukan.
44

 Sebelum melakukan penelitian, peneliti di tuntut untuk 

mengetahui  dan memahami metode dan sistematika penelitian. Adapundalam 

penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi: 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.
45

 Hal ini dikarenakan data yang di butuhkan dalam penelitian ini 

bukan data-data yang berbentuk angka. 

Dari jenisnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian  field 

Research yaitu penelitian lapangan.
46

 Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan 

terjun langsung kelapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid 

mengenai Prosedur Pengangkatan Anak Temuan Di Pengadilan Agama Jember. 

 

 

 

                                                           
44

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek(Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 126. 
45

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualititatif(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 

2011), 3. 
46
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Jember, yang 

beralamat di Jl. Cendrawasih Nomor 27 Jember. Telp/Fax 0331-335165. 

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya. Adapun alasan peneliti memilih Pengadilan Agama (PA) 

Jember sebagai lokasi penelitian yaitu: 

1. Pengadilan Agama (PA) Jember pernah menangani kasus pengangkatan 

anak temuan. 

2. Peneliti pernah sharing dengan salah satu hakim Pengadilan Agama (PA) 

Jember tentang pengangkatan anak temuan 

3. Lokasi penelitian mudah dijangkau. 

 

C. Subyek Penelitian 

Dalam rangka memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan 

deskripsi mengenai apa yang seharusnya, maka diperlukan sumber-sumber 

penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-

sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 

hukum sekunder.
47

 

Berikut sumber penelitian yang digunakan dalam menganalisisperkara 

Nomor 0431 /Pdt.P /2014 /PA.Jr tentang prosedur pengangkatan anak temuan: 

1. Bahan hukum Primair 

Bahan hukum primair ini meliputi berbagai referensi yang 

berkaitan dengan perkara yang akan diteliti dalam penelitian ini seperti 

                                                           
47
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Salinan Penetapan Perkara Nomor 0431 /Pdt.P /2014 /PA.Jr, Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002, SEMA Nomor 6 Tahun 1983, dan referensi 

lainnya. 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai 

tulisan berupa buku-buku literatur, artikel, makalah-makalah dalam seminar 

hasil penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

dalam skripsi ini.
48

 

Sedangkan subjek penelitian merupakan pelaporan jenis data dari 

informan yang hendak dijadikan subjek penelitian. Adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah : 

a. Hakim pengadilan Agama Jember yang menangani perkara 

penetapan Nomor 0431/Pdt.P /2014 /PA.Jr dan beberapa Hakim 

lainnya; 

b. Panitera Pengadilan Agama Jember  

c. Para pihak dalam perkara Nomor 0431/Pdt.P /2014 /PA.Jr 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data, dintaranya: 

1. Observasi 

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-

                                                           
48
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gejala yang diteliti.
49

 Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung.
50

  

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi 

pasif (passive participation), teknik ini dilakukan dengan cara datang ke 

tempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Adapun data yang diperoleh dari tekhnik observasi antara lain: 

a. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Jember 

b. Letak geografis Pengadilan Agama Jember. 

2. Wawancara atau Interview 

Wawancara adalah sebuah percakapan anatar dua orang atau 

lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau subjek 

penelitian untuk dijawab.
51

 Adapun menurut sugiono wawancara adalah 

pertemuan dua orang untu saling bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
52

 

Adapun Teknik wawancara (interview) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara semistruktur (semistructure interview). 

Cara pelaksanaan wawancara dalam wawancara semiterstruktur ini 
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sifatnya lebih bebas, terbuka, dan pihak yang diajak wawancara dimintai 

sebuah pendapat serta ide-idenya.
53

 

Adapun data yang ingin diperoleh dari tekhnik wawancara 

adalah informasi-informasi yang terkait dengan prosedur pengangkatan 

anak temuan. 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Hasil 

penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat 

dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi-dokumentasi yang 

berkaitan. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan rekaman. 

 

E. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi maka langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data, yaitu 

proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan.
54

 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data 

model Milles and Hubberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/ verifikasi.
55

 

1. Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan, dan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-
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catatan tertulis di lapangan.
56

 Setelah data secara keseluruhan maka 

peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang 

diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut harus berlangsung 

secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. 

2. Penyajian Data ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
57

 

Setelah mereduksi data kemudian peneliti sajikan data-data yang telah 

terkumpul tentang prosedur pengangkatan anak temuan di Pengadilan 

Agama (PA) Jember. 

3. Verifikasi yaitu pembuktian kembali. Kesimpulan awal hanya bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan data, maka merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Verifikasi dilakukan untuk mencari pembenaran dan data yang didapat 

menjadi data yang valid. 
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F. Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang di teliti.
58

 

Lebih jauh lagi, untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti 

memakai validitas data trianggulasi. Trianggulasi adalah tehnik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun tehnik 

trianggulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

Ada empat macam trianggulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
59

 

Adapun penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber yang berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang di peroleh dalam penelitian kualitatif. 

 

G. Tahap-tahap penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.
60

 

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan antara lain: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun rencana penelitian 

b. Menentukan objek penelitian 
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c. Mengajukan judul kepada jurusan 

d. Konsultasi proposal kepada pembimbing 

e. Melakukan kajian pustaka yang sesuai dengan judul penelitian 

f. Menyusun metode penelitian 

g. Menyiapkan bahan perlengkapan penelitian 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Mengumpulkan data 

b. Menganalisis data 

c. Konsultasi kepada dosen pembimbing 

3. Tahap penyelesaian 

a. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian 

b. Konsultasi kepada dosen pembimbing 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jember.
61

 

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Jember ini, diperoleh dari 

website Pengadilan Agama Jember.Sejarah Pengadilan Agama Jember 

bermula dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan”.Dengan demikian tugas utama lembaga 

peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat 

pencari keadilan. 

Sedangkan ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peraadilan yang ada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstiusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan 

salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 
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Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

Secara geografis Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa 

Timur dengan letak georafis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa 

Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten 

Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, 

Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di 

sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah  7° 59’ 6” sampai 8° 33’ 

56” Lintang Selatan dan  6°  33’ 6” sampai 7° 14’ 33” Bujur Timur. 

Sedangkan Pengadilan Agama Jember berada ditempat yang strategis dan 

lokasinya mudah diakses dan sejuk untuk dipandang. Pengadilan Agama 

Jember berdekatan dengan Stadion Notohadi Negoro. Tepatnya, Pengadilan 

Agama Jember berlokasi di Jalan Cendrawasih Nomor 27 Jember, berbatasan 

dengan sungai sebelah utara, warung-warung kecil dan persawahan disebelah 

selatan, dengan persawahan di sebelah timur dan sebelah barat berbatasan 

dengan jalan raya umum.
62

 

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 

berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan Kantor 

pertama di Masjid Jamik (lama) Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 di 

bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di 

lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota 

Jember,  dan sejak tahun 2015 dibawah kepemimpinan Drs. Ilham Abdullah, 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

 

 
 

40 

SH., M.Kn Pengadilan Agama Jember berpindah kembali di lingkungan 

Kreongan kecamatan Patrang dengan menempati gedung sendiri tepatnya di 

jalan Cendrawasih Nomor 27 Jember. 

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah 

mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:
63

 

1) KH. Mursyid  Periode 1950- 1960  

2) KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970  

3) KH. Moh. Cholil Periode 1971-1973  

4) Drs. Moh. Ersyad Periode 1974-1982  

5) Drs. H. Abd. Kadir, SH. Periode 1982-1992  

6) Drs. H. Salim Abdushamad, SH. Periode 1992-1995  

7) H. Agus Widodo, SH. Periode 1995-2001  

8) Drs. H.Abu Amar, SH. Periode 2001-2004  

9) Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH., M.Hum Periode 2004-2006  

10) Drs. H. Sudirman, SH., MH. Periode 2006-2008  

11) Drs. Ali Rahmat, SH Periode 2008-2010  
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12) Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum. Sejak September 2010- 2013 

13) Drs. Ilham Abdullah, SH. M. Kn 

Sejak Februari 2013- 

Sekarang 

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima 

selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus,  nomor dua setelah pengadilan 

Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data: Laporan Tahunan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). Kondisi yang sangat kontras dan 

tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung 

dan sarana yang ada.
64

 

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama 

Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra 

Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan 

sebagaimana diatur dalam Surat Kepenetapan Ketua Mahkamah agung 

Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai 

tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai 

kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan. 

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan 

pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai 
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(SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan agama Jember adalah upaya 

agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember. 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember.
65

 

Keberadaan lembaga formal, meniscayakan adanya Visi dan 

Misi.Dengan adanya Visi, bisa diketahui tujuan dari lembaga tersebut. Begitu 

juga bagaimana cara mengaktualisasikan visi ada pada misi. Adapun visi 

Pengadilan Agama Jember mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia: 

"Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung". Dalam visi tersebut 

tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, 

bertanggung jawab, kredibel serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan. 

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jember 

menetapkan misi-misisebagai berikut: 

a. Menjaga kemandirian badan peradilan 

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan 

c. Mewujudkan aparat peradilan Agama Jember yang memiliki 

akuntabilitasdan intergritas moral yang tinggi 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan 

Didalam melaksanakan misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru 

Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan 
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untuk waktu selama 25 Tahun. Bahwa program pembangunan lembaga 

peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 

2010 sampai dengan 2034. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area: 

a. Area organisasi dan kepemimpinan; 

b. Area kebijakan; 

c. Area proses berperkara; 

d. Area SDM, keuangan, dan infrastuktur; 

e. Area kepuasan pencari keadilan; 

f. Area keterjangkauan; 

g. Area kepercayaan publik.
66

 

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama Jember. 

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara -

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 

perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum 

Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah 

sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi sebagai berikut:
67
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a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi 

Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan 

Eksekusi. 

b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, 

Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan 

lainnya 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 

Lingkungan Pengadilan Agama. 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum 

Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila 

diminta. 

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama 

Islam 

f. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk 

pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya 

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 

hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan 

riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum 

dan sebagainya 

 

4. Kegiatan Kerja Pengadilan Agama Jember 

Berdasarkan Kepenetapan Presiden Nomor 68 tahun 1995 tentang 

penentuan hari kerja  di lingkungan lembaga pemerintahan, Pengadilan 

Agama Jember menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu. 

Yaitu dimulai hari senin sampai dengan hari jum’at. Untuk kegiatan kerja 

dimulai tepat pada jam 08.00 sampai jam 16.00 sore. Ketentuan ini berlaku 

untuk seluruh istansi pemerintah, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan 

oleh Menpan (menteri pemberdayaan aparatur negara). 

5. Wilayah kewenangan Lembaga 

Kehidupan Pengadilan Agama Jember semakin meningkat dan 

nampak setelah didirikan Kementerian Agama (Kemenag), dengan 

didirikannya lembaga tersebut maka dinyatakan bahwa Pengadilan Agama 
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berada dibawah atap Kemenag.Dalam hal ini Pengadilan Agama masih belum 

satu atap dengan lembaga peradilan lainnya yang berada dibawah atap 

Mahkamah Agung. 

Namun sejak adanya Undang-Undang No.4 Tahun 2004 disahkan 

pada tanggal 15 Januari tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara 

praktis menetapkan seluruh pengadilan agama berada di dalam satu kendali 

kebijakan yaitu lembaga Mahkamah Agung (pasal 2 Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2004). Ditambah lagi dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 yang 

mempertegas eksistensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-

perkara umat Islam. 

Daerah kekuasaan pengadilan Agama Jember yang berada di Jalan 

Cendrwasih Nomor 27 Jember, memiliki luas wilayah 3.293,34 km2 yang 

memiliki wilayah hukum yang terdiri dari wilayah kota dan 

administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan dan 240 

desa/kelurahan,
68

 yaitu: 

No  Kecamatan  Membawahi Desa 

1 Kecamatan Kaliwates Tujuh 

2 Kecamatan Sumbersari Tujuh 

3 Kecamatan Patrang Delapan 

4 Kecamatan Arjasa Enam 

                                                           
68

 Sumber: Dokumentasi Laporan kinerja Pengadilan Agama Jember tahun 2014 
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5 Kecamatan Jelbuk Enam 

6 Kecamatan Pakusari Tujuh 

7 Kecamatan Sukowono Dua belas 

8 Kecamatan Kalisat Dua belas 

9 Kecamatan Ledokombo Sepuluh 

10 Kecamatan Sumberjambe Sembilan 

11 Kecamatan Mayang Tujuh 

12 Kecamatan Silo Sembilan 

13 Kecamatan Mumbulsari Tujuh 

14 Kecamatan Tempurejo Delapan 

15 Kecamatan Rambipuji Delapan 

16 Kecamatan Panti Delapan 

17 Kecamatan Sukorambi Tujuh 

18 Kecamatan Ajung Lima 

19 Kecamatan Jenggawah Delapan 

20 Kecamatan Tanggul Sembilan 
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21 Kecamatan Semboro Lima 

22 Kecamatan Sumberbaru Lima 

23 Kecamatan Bangsalsari Tujuh 

24 Kecamatan Kencong Sepuluh 

25 Kecamatan Jombang Lima 

26 Kecamatan Umbulsari Lima 

27 Kecamatan Gumukmas Delapan 

28 Kecamatan Puger Sebelas 

29 Kecamatan Balung Dua belas 

30 Kecamatan Wuluhan Delapan 

31 Kecamatan Ambulu Enam 
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6. Peta Yuridiksi dan Wilayah Kewenangan Lembaga.
69

 

 

7. Legalitas dan Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan 

pembagian fungsi organisasi. Pembagian itu akan memisahkan secara formal 

masing-masing kelompok yang ada dalam organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawabnya. Masing-masing dengan menyebutkan 

hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain dalam rangka 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam struktur organisasi akan terlihat 

adanya pembagian pekerjaan yang jelas dan formal antara komponen-

komponen yang ada. 
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Pengadilan AgamaJember“.Tupoksi Pengadilan Agama” http://www.pajember. 

net/index.php? option=com_content&view=article&id=9&Itemid=8(16 Mei 2015 pukul 19.20 

WIB). 
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Sesuai dengan pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

yang berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan 

perUndang-Undangan pelaksana Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan 

belum diganti berdasarkan Undnag-Undang ini”, maka susunan organisasi 

pengadilan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang lama, sehingga 

struktur susunan organisasi pengadilan Agama Jember tetap mengacu pada 

SEMA Nomor 5 Tahun 1996. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama 

Jember adalah sebagaimana tercantum dibawah ini.
70
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Sumber dari dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 

2014. 
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Penjelasan Bagan diatas tentang prosedur berperkara yaitu:
71

 

a. Pihak yang berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan 

berikut persyaratan pendaftaran lainnya pada petugas meja pertama 

b. Petugas meja pertama menentukan besarnya panjar biaya perkara yang 

dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar) dan 

menyerahkan surat gugatan atau permohonan dilengkapi dengan 

SKUM kepada pihak yang berperkara 

c. Pihak yang berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan 

beserta SKUM kepada pemegang kas 
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Sumber dari dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 

2014. 
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d. Pemegang kas bertugas menyerahkan SKUM yang telah diberi nomor 

perkara dan dibubuhi tanda tangan kepada pihak yang berperkara 

untuk dasar menyetorkan panjar biaya perkara ke Bank. 

e. Pihak yang berperkara mengisi slip setoran ke Bank sesuai jumlah 

uang yang tertera dalam SKUM, dan menyerahkan kepada counter 

Bank beserta uang panjar. 

f. Petugas counter Bank menyerahkan 1 lembar slip setoran Bank yang 

telah divalidasi kepada pihak yang berperkara. 

g. Pihak yang berperkara menunjukkan bukti setoran Bank (slip yang 

telah divalidasi) dan menyerahkan SKUM untuk dibubuhi tanda tangan 

LUNAS. 

h. Pemegang kas menyerahkan ke pihak yang berperkara 1lembar SKUM 

(stempel lunas) dan 1 eksemplar salinan surat gugatan atau surat 

permohonan yang telah diberi nomor perkara. 

i. Selanjutnya menunggu juru sita memanggil ke Alamat kedua pihak 

berperkara, untuk pemanggilan sidang setelah ditetapkan hari 

sidangnya.
72

 

 

B. Penyajian Data Dan Analisis Data 

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak 

Temuan di Pengadilan Agama 
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Sumber dari dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 

2014. 
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Pengadilan Agama Jember yang digunakan sebagai acuan dalam 

hal pengangkatan anak adalah SEMA No 2 tahun 1979, nomor 6 tahun 1983, 

dan nomor 3 tahun 2005. Permohonan pengangkatan anak ini sifatnya 

Voluntair dan produk hukumnya berbunyi penetapan dan dalam nomor 

perkaranya berkode pdt.P.
73

 Hal ini sesuai dengan bunyi aturan yang ada 

dalam SEMA Nomor 6 tahun 1983 bahwa permohonan pengangkatan anak 

secara tertulis bersifat voluntair dan diajukan ke Pengadilan Negeri atau 

Pengadilan Agama diwilayah yuridiksi anak yang akan diangkat. 

Menurut para pemohon tindakan yang harus dijalani terlebih 

dahulu untuk mendaftar pengangangkatan terhadap anak angkatnya adalah 

mempersiapkan persyaratan-persyaratan secara administrasi terlebih dahulu, 

yang meliputi data-data anak yang akan diangkat misalnya surat keterangan 

lahir dari rumah sakit terkait, foto kopi  surat keterangan identitas anak, dan 

raport anak dari awal sekolah, foto kopi KTP, dan buku nikah.
74

 

Proses yang harus dijalani dalam mendaftarkan penetapan 

pengangkatan anak temuan sama sebagaimana perkara yang lain, yaitu 

pertama melakukan pendaftaran di Meja I. Pada Meja I ini pemohon mengisi 

identitas, menyerahkan surat permohonan, dan membayar biaya panjar. 

Setelah didapatkan nomor perkara maka langkah selanjutnya adalah regitrasi 

permohonan di Meja II, baru kemudian setelah regitrasi selesai maka 

ditentukan oleh kantor Pengadilan Agama hari sidang dan mejelisnya.
75
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Tamaji, Wawancara, Jember 18 Mei 2015 
74

Kafiyatun, Wawancara, Jember21 Mei 2015 
75

Umar, Wawancara, Jember21 Mei 2015 
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Pemohon akan mendapatkan nomor perkara ketika pemohon telah 

melakukan pembayaran biaya panjar, dan nomor perkara yang didapatkan 

pemohon yaitu 0431/Pdt.P/2014/PA.Jr. 

Menurut pemohon,
76

 sebelum sidang yang pertama mendapatkan 

panggilan (Relas) untuk hadir dipersidangan di Pengadilan Agama Jember 

sesuai jadwal yang ditentukan di surat relas panggilan. 

Proses persidangan  pengangkatan anak temuan sebagaimana yang 

tertera dalam berita acara sidang pertama yaitu pemeriksaan identitas yang 

melputi KTP, Buku nikah, Kartu Keluarga, dan yang menopang menguatkan 

status pemohon, pembacaan permohonan dan kemudian masuk pada 

pembuktian.
77

 

Tetapi tidak menutup kemungkinan sidang dapat diputus hanya 

sekali saja, karena jika dalam persidangan alat bukti berupa kesaksiannya 

hadir pada saat itu juga maka proses persidangan bisa dilanjutkan kepada 

proses berikutnya yaitu pemeriksaan saksi. Sebagaimana pemaparan Wakil 

Ketua Pengadilan Agama Jember
78

 

“Tidak bisa ditentukan berapa kali dalam setiap persidangan, 

jadi tergantung pada kapan ia bisa membuktikan dalam selesainya 

perkara ini. Jadi tidak hanya permohonan talak, permohonan ini, ya bisa 

satu kali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Jadi tidak bisa ditentukan berapa 

kali sidang permohonan itu, tergantung pemeriksaan, kemudian sudah 

diperiksa, sudah lengkap, kemudian surat-surat bukti sudah diperiksa, 

saksi sudah diperiksa, selesai. Kalau memang sidang pertama sudah 

lengkap semua, jadi, bisa jadi sidang pertama sudah diputus.” 

                                                           
76

Kafiyatun, Wawancara, Jember21 Mei 2015 
77

Waluyo, Wawancara, Jember21 Mei 2015 
78

Waluyo, Wawancara, Jember21 Mei 2015 
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Menurut pemohon.
79

 dalam perkara anak temuan ini, sidang hanya 

dilakukan sekali saja karena pemohon langsung membawa semua alat bukti 

sekaligus  alat bukti saksi dua orang yaitu tetangga dan saudara iparnya, dan 

majelis hakim bersedia menyelesaikannya hanya dengan sekali sidang. 

Pernyataan pemohon ini debnarkan oleh salah satu hakim anggota 

majelis tersebut.
80

 

“persidangan pekara ini seinget saya memang hanya sekali sidang 

mbak, karena bukti-bukti yang diajukan telah dianggap cukup dan hakim 

meminta saksi-saksi ternyata para pihak sudah membawanya, jadi oleh 

majelis hakim langsung di putuskan hari itu juga” 

 

Setelah majelis hakim perkara ini  memeriksa alat-alat bukti yang 

diajukan oleh pemohon dan mendengar keterangan dari para saksi yang 

diajukan oleh pemohon pula, maka langkah selanjutnya yaitu musyawarah 

majelis yang akan memberi penetapan sah atau dibatalkannya permohonan. 

Dalam musyawarah majelis perkara permohonan hanya ada dua 

macam yaitu dikabulkannya permohonan pemohon untuk dinyatakan sah atau 

di tolak dan dibatalkanya permohonan. Apabila syarat-syarat telah terpenuhi  

dan asas-asasnya tidak dilanggar, dan pembuktian dipersidangan dapat 

diterima, dan telah sesuai dengan pengakuan pemohon,  maka sudah 

seharusnya majelis mengabulkan permohonan pemohon dan tidak mungkin 

untuk menolak permohonannya, karena hakim juga memandang manfaat dari 

adanya pengangkatan ini. 
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Kafiyatun, Wawancara, Jember 21 Mei 2015 
80
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Hal ini sesuai dengan pernyataan hakim anggota II dalam majelis 

ini,
81

 bahwa memang sudah seharusnya hakim mengabulkan permohonan 

pemohon selama persyaratannya terlengkapi dan permohonan tidak 

bertentangan dengan perundang-undangan, hakim juga memiliki wewenang 

untuk memutuskan dengan melihat keadaan artinya situasi sosialnya juga. 

Pada saat persidangan mejelis meminta alat bukti yang diajukan 

oleh para pihak, alat bukti yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang 

berkaitan dengan calon anak angkat, dalam perkara ini dokumen itu meliputi 

identitas anak atas nama Ananda Rizki Pratama dan raport anak sejak tahun 

2011-2014 sebagai bukti pendukung bahwa anak tersebut telah dirawat dan di 

didik dengan baik oleh para pihak. Majelis juga memeriksa para pihak 

sebagai pemohon atau calon orang tua angkat dengan memeriksa identitas 

dan surat nikah calon orang tua angkat, tujuannya untuk memastikan bahwa 

para pihak ini benar-benar pasangan suami suami istri dan memenuhi asas-

asas sebagai orang tua angkat. 

Dalam permohonan pengangkatan anak temuan sebenarnya yang 

sangat dibutuhkan adalah kesanggupan dan kelayakan orang tua angkat untuk 

membina dan mendidik anak temuan tersebut dan pengangkatan ini dilakukan 

oleh para pihak semata-mata hanya untuk kepentingan anak temuan yang 

akan di angkat itu.
82

 Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

yang berbunyi: 
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a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang 

terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan 

setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

b. Pengangkatan anak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), tidak 

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang 

tua kandungnya 

c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut 

oleh calon anak angkat 

d. Pengangkatan amak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan 

sebagai upaya terakhir 

e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak 

disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. 

 

Dalam keputusan Menteri Sosial RI Nomor 

41/HUK/KEP/VII/1984 diatur beberapa persyaratan calon orang tua angkat 

bagi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) yang berada 

dalam organisasi sosial, yaitu: 

a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 

tahun 

b. Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon angkat 

minimal 20 tahun 

c. Pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah 

kawin 5 tahun, dengan mengutamakan  beberapa keadaan, yaitu : 

1) Tidak mungkin memiliki anak (surat keterangan dokter 

kebidanan/dokter ahli) 

2) Belum mempunyai anak 

3) Mempunyai anak kandung seorang 

4) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak 

kandung 

d. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan 

pejabat berwenang serendah-rendahnya lurah atau kepala desa 

setempat 

e. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan kepolisian 

Republik Indonesia 

f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat 

keterangan dokter pemerintah 

g. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-

mata untuk kepentingan kesejahteraan anak. 
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Syarat-syarat dalam keputusan Menteri sosial tersebut kendati 

diperuntukkan untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) 

yang berada dalam organisasi sosial, namun hal itu dapat pula dijadikan 

rujukan untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) yang 

tidak melalui organisasi sosial.
83

 

Syarat idealnya dalam mengajukan permohonan anak yang tidak 

jelas orang tuanya (anak temuan) adalah adanya foto kopi Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) pemohon, foto kopi akta nikah pemohon, adanya surat 

keterangan kelayakan atau kesanggupan dari pemohon untuk merawat anak 

tersebut, surat ijin dari dinas sosial, surat keterangan perangkat desa bahwa 

anak benar-benar telah dirawat oleh orang tua yang mengambil atau 

mengangkat, dan surat keterangan dari rumah sakit atau poliklinik yang 

menerima anak tersebut jika anak tersebut ditemukan di rumah sakit. 

Dalam penetapan ini syarat-syarat diatas masih tidak terpenuhi, 

karena yang terlampir dalam penetapan ini hanya foto kopi kartu tanda 

penduduk (KTP) pemohon, foto kopi akta nikah pemohon, dan foto kopi 

Kartu Keluarga (KK), serta foto kopi raport anak sejak tahun 2011-2014 dari 

sekolah dimana anak tersebut bersekolah. 

Pertimbangan hakim dalam menetapkan prosedur permohonan 

pengangkatan anak temuan ini meski tidak memenuhi syarat yang di pandang 

hakim dalam permohonan anak ini adalah kebaikan bagi anak, dan hakim 

menerima alat bukti yang diajukan pemohon meskipun tidak lengkap karena 
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menurut peristiwa penemuannya sudah terlalu lama berlalu, sebagaimana 

pernyataan ketua mejelis hakim dalam permohonan pengangkatan anak 

temuan ini.
84

 

“ alat bukti itu hakim tidak bisa meminta kepada para pihak, 

alat bukti itu terserah para pihak mau apa yang diajukan oleh mereka 

para pemohon, hakim tidak bisa serta merta memerintahkan pemohon 

untuk mencari alat buktinya. Memang ada undang-undang tentang 

adopsi bahwa anak temuan harus dilaporkan ke dinas sosial, cuma 

pertimbangan hakim dalam hal ini karena kasusnya sudah lama, untuk 

kemudian birokrasinya sangat tidak mudah dan sangat menyulitkan para 

pihak, maka hakim memutustanpa ada surat pemberitahuan atau izin 

dari dinas sosial. Pertama karena sudah lama kejadian, untuk kemudian 

karena sudah lama peristiwanya, untuk kemuadian yang kedua 

alasannya karena birokrasi untuk pengurusan hal itu sudah pernah 

dilakukan oleh para pihak tetapi terlalu bersifat birokratif, sehingga para 

pihak tidak mau lagi mengurus hal itu.” 

 

Hal ini sesuai dengan pernyataan hakim anggota I dalam 

majelis ini
85

, beliau menyatakan bahwa melihat dari kondisi sosial yang 

tidak memungkinkan bagi pemohon untuk mendapatkan surat ijin dari 

dinas sosial karena birokrasi yang ada pada dinas sosial terlalu rumit, 

dan kejadian penemuan anak ini juga sudah lama berlalu maka hakim 

memilih untuk memutus mengabulkan permohonan pemohon dengan 

pandangan niat baik pemohon dan akibat baik yang akan diperoleh oleh 

anak. 

Hal ini lebih diperjelas lagi, dalam salinan penetapan ini dalam 

pertimbangannya menyebutkan bahwa pengangkatan anak menurut 

hukum Islam pada hakikatnya adalah adanya kepedulian dari orang tua 
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angkat kepada anak angkatnya yang bertujuan agar kehidupan anak 

tersebut, baik segi perwatan, pendidikan, kesehatan, dan keperluan 

lainnya lebih mendapat jaminan, jadi yang harus diutamakan dalam 

pengangkatan ini adalah unsur ta’awunnya.
86

 

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak 

Temuan 

Anak temuan tentu identik dengan ditelantarkannya seorang anak 

yang tidak berdosa, anak-anak yang masih tidak mengerti atau mengetahui 

akan hal-hal apapun.  Mengasuh dan merawat anak temuan merupakan 

suatu perbuatan yang sangat mulia dan merupakan perbuatan yang sangat 

manusiawi. 

Jika harta benda dijaga dan dirawat dengan baik oleh orang, 

seharusnya apalagi orang-orang yang terlantar terutama anak kecil atau 

bayi yang tak berdosa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam faktanya bila 

seseorang kehilangan barang berharga tentu orang yang bersangkutan akan 

mencarinya dan bahkan orang lain membantu untuk menemukannya. 

Tetapi jika seseorang menemukan anak yang terlantar tidak ada yang 

mencarinya ataupun yang ingin mengetahuinya. Bahkan adakalanya 

binatang sakit pun tidak mau orang  membuangnya, karena masih ada 

hasilnya, tetapi kalau orang yang terlantar, tidak dihargai bahkan di sia-

siakan. Oleh sebab itu, Islam tidak membiarkan perbuatan seperti ini, 
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sebab manusia dipandang oleh Islam sebagai makhluk yang paling mulia 

dan harus dihormati, serta diletakkan diposisi yang selayaknya.
87

 

Dewasa ini terdapat kegiatan-kegiatan dari pihak-pihak tertentu 

menyalah gunakan anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak 

diketahui asal-usulnya untuk hal-hal yang menguntungkan pihak-pihak 

tersebut tanpa memikirkan kebaikan anak-anak tersebut. Oleh karena itu 

Islam memandang penting pengangkatan anak untuk melindungi hak-hak 

anak. Dalam Islam pengangkatan atau pengasuhan anak lebih menekankan 

atau mengutamakan kepada usaha tolong menolong (taawun). 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2
88

 

                          

                           

                     

                        

                        

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia 

dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah 

sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 
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menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu 

berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 
 

Dan dalam QS Al Insan ayat 8
89

 Allah juga berfrman: 

                     

 

Artinya: dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang 

miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. 

 

Dalam perkara ini orang yang mengasuh atau mengangkat anak 

temuan mengaku melakukan pengangkatan ini dengan motif karena peri 

kemanusiaan, artinya memang untuk menolong anak dan juga karena 

faktor tiadanya keturunan padanya.  

Pengangkatan anak adalah mengambil atau mengangkat anak orang 

lain untuk di jadikan anak sendiri dalam hal pengasuhan dan pendidikan 

dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa harus diberi status anak 

kandung.  

Pada intinya, hal yang diutamakan dalam pengangkatan anak 

pengasuhan dan didikannya terhadap anak angkatnya tersebut, agar masa 

depan anak tersebut tidak rusak dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak 

baik atau tidak layak dilakukan. 

Pengangkatan anak dalam hukum Islam hukumnya di perbolehkan, 

terutama terhadap anak-anak yatim, anak-anak fakir, anak-anak miskin, 
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dan termasuk dalam hal ini anak-anak yang terlantar dan tidak diketahui 

orang tuanya (anak temuan). 

Prosedur untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak hasil 

temuan  menurut hukum Islam harus meliputi beberapa syarat. Syarat-

syarat ini melekat pada anak temuan yang akan diangkat dan orang yang 

akan mengangkat atau mengasuh anak temuan. 

Syarat bagi anak yang dapat dinyatakan sebagai anak temuan 

adalah anak tersebut tidak jelas asal-usulnya atau tidak diketahui orang tua 

ataupun keluarga kerabatnya. Dan saat menemukan anak tersebut anak 

masih berusia dini dan belum tamyiz, karena anak temuan memiliki batas 

usia untuk dapat dinyatakan anak temuan yaitu sejak baru dilahirkan 

sampai ia tamyiz. 

Dan bagi orang yang akan mengangkat atau mengasuh anak 

temuan juga memiliki beberapa persyaratan, hal ini agar dapat menjamin 

jika anak temuan ini diasuh orang tersebut dan akan diasuh dan di didik 

untuk menjadi anak yang baik, bermanfaat bagi agama dan negaranya. 

Beberapa persyaratannya yaitu diantaranya: 

a. Orang yang akan mengangkat atau mengasuh anak temuan 

tersebut harus sudah cakap hukum (taklif) 

b. Orang yang akan mengangkat atau mengasuh anak temuan 

tersebut harus merdeka, artinya budak tidak diperbolehkan 

mengasuh anak temuan kecuali budak tersebut mendapat izin 

dari orang tuanya. Hal ini karena ditakutkan jika yang 
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mengasuh seorang budak ia tidak dapat mengasuh anak temuan 

tersebut dengan baik, karena seorang budak kuasa penuhnya 

berada ditangan tuannya. 

c. Islam (seagama) antara anak temuan tersebut dengan orang 

yang akan mengangkat atau  mengasuhnya. Dalam hal asal usul 

anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan 

agama mayoritas di negara tempat ia diasuh. 

d. Orang yang akan mengangkat atau mengasuh anak temuan 

tersebut harus berlaku adil. 

Prosedur pengangkatan anak temuan yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama Jember dengan Nomor perkara 0431/Pdt.P/2014/PA.Jr 

dalam tinjauan hukum Islam telah sesuai dengan prosedur yang terdapat 

dalam hukum Islam. 

Syarat anak temuan adalah anak tidak diketahui orang tua atau 

keluarga kerabatnya dan batas usianya anak yaitu sejak baru dilahirkan 

hingga tamyiz. Dalam perkara ini anak ditemukan sejak berusia 2 hari dan 

tidak diketahui orang tuanya, karena alamat yang ada pada rumah sakit 

saat melahirkan ketika dicari tidak ada orangnya dan tidak diketahui lagi 

keberadaannya dan siapa kerabatnya. Hal ini sesuai dengan yang 

dipaparkan oleh pemohon
90

, bahwa orang tua anak tersebut pernah dicari 

oleh pihak rumah sakit namun tidak diketahui. 
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Dalam prosedur pengangkatan anak temuan yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama Jember dalam hal persyaratan bagi orang yang akan 

mengangkat atau mengasuh anak temuan tersebut juga telah terpenuhi 

menurut hukum Islam. 

Oarang yang mengangkat atau mengasuh anak temuan dalam 

perkara ini krteria persyaratannya telah terpenuhi. Orang yang akan 

mengangkat anak temuan harus sudah taklif, dan para pemohon dalam 

perkara ini telah taklif,  hal ini dibuktikan melalui identitas pemohon telah 

jelas bahwa pemohon telah taklif. Orang yang akan mengangkat anak 

temuan dalam perkara ini adalah orang yang merdeka dan bukan seorang 

budak, karena perbudakan hakikatnya pada masa kini telah terhapuskan. 

Orang yang akan mengangkat anak temuan sebagai anak angkat harus 

beragama Islam (segama) dengan anak, dalam perkara ini pemohon 

beragama Islam dan berhubung anak tidak diketahui asal usulnya maka 

agama anak mengikuti agama mayoritas yang ada di Indonesia yaitu Islam, 

maka secara otomatis orang tua angkat dan anak angkatnya seagama. Dan 

yang terakhir orang yang akan mengangkat anak temuan harus berlaku 

adil, dalam perkara ini para pemohon telah berlaku adil hal ini terbukti 

dengan perlakuan pemohon yang baik terhadap anak angkat hasil temuan 

ini selama kurang lebih sepuluh tahun. 

3. Nasab Anak Angkat Anak Temuan  

Penentuan nasab adalah salah satu hak setiap anak yang terpenting 

dalam kehidupannya, dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan 
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dampak terhadap kepribadian dan masa depan setiap anak. Setiap anak 

harus mengetahui tentang garis keturunannya, sebab asal usul yang 

menyangkut keturunannya sangat penting untuk kehidupannya dalam 

bermasyarakat. 

Nasab adalah keturunan atau ikatan dalam sebuah keluarga 

dikarenakan ada hubungan darah, baik karena garis hubungan darah keatas 

(ayah, kakek), kebawah (anak, cucu), maupun kesamping (saudara, 

paman).
91

 Adanya nasab merupakan salah satu bentuk nikmat yang paling 

besar yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya. Firman Allah SWT 

dalam Al-Qur’an QS Al-Furqon ayat 54
92

 

                         

      

 

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan 

manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah 

Tuhanmu Maha Kuasa. 

 

Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal-usul orang tua 

dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan 

keturunan. Dalam pendapat semua imam madzhab hukum Islam, makna 

paling utama dari nasab adalah menyangkut dari sisi bapak, yang erat 
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kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum 

dan agamanya. 

Ulama fiqh sepakat bahwa penentuan nasab seorang anak salah 

satunya dapat dilakukan melalui pengakuan. Jika seorang laki-laki 

mengakui seoranganak kecil bahwa dia adalah anaknya, atau sebaliknya 

seorang anak kecil yang telah baligh atau mumayiz mengakui seorang 

laki-laki sebagai ayahnya, maka pengakuan ini dapat dibenarkan dan anak 

dapat dinasabkan kepada laki-laki yang mengakuinya tersebut. Pengakuan 

nasab terhadap anak tersebut akan sah dan anak akan berhak mendapatkan 

nafkah, pendidikan selayaknya serta harta warisan dari yang mengakuinya, 

apabila yang melakukan pengakuan dapat memenuhi beberapa syarat, 

yaitu:
93

 

a. Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui siapa ayahnya. 

Apabila ayahnya diketahui maka, maka batal pengakuan ini, 

karena Rasulullah mencela seseorang yang mengakui dan 

menjadikan anak orang lain sebagai nasabnya. 

b. Pengakuan ini rasional, artinya seseorang yang mengakuinya 

sebagai ayah dari anak itu usianya berbeda jauh dari  anak yang 

diakui sebagai nasabnya. 

c. Apabila anak yang diakui tersebut telah baligh dan berakal atau 

telah mumayiz membenarkan pengakuan laki-laki yang 

mengakuinya sebagai anak. Dalam hal ini madzhab maliki 
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tidak menerimanya, karena menurut mereka nasab merupakan 

hak dari anak, bukan ayah. 

d. Lelaki yang mengakui nasab anak yang diakuinya menyangkal 

bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hubungan perzinaan, 

karena perzinaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan 

nasab anak. 

Terkait dengan status kenasaban anak terdapat dua aspek hal yang 

sangat penting yang melekat pada status anak yaitu dalam aspek yang 

terkait dengan  hal kewarisan dan dalam aspek yang terkait dengan hal 

perkawinan. 

Hukum pengangkatan anak didalam ajaran Islam diperbolehkan 

dengan syarat tidak memutuskan hubungan nasab anak dengan keluarga 

asalnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Ahzab ayat 4 dan 

5.
94
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Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang 

kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-

anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian 

itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan 

yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (4) 

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 

bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan 

jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka 

(panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 

maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang 

kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 

disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.(5) 
 

Pengangkatan anak juga tidak memilki pengaruh kemahraman 

antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat bukan 

merupakan salah satu dari adanya unsur kemahraman, sehingga antara 

anak angkat dan orang tua angkat tidak ada larangan untuk mengawini dan 

tidak boleh saling mewarisi.
95

  Firman Allah SWT dalam QS Al-Ahzab 

ayat 37
96
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Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah 

melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi 

nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah 

kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu 

apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada 

manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. 

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya 

(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia, supaya 

tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-

isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah 

menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah 

ketetapan Allah itu pasti terjadi. 

 

Dalam hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas 

asal uslnya termasuk dalam hal ini kelompok anak pungut  atau anak 

temuan (al laqith), yaitu anak yang di pungut dan tidak jelas asal-usulnya, 

karena bayi itu ditemukan pinggir jalan misalnya dan orang yang 

menemukan itu mengakui sebagai anaknya. Maka nasab anak itu dapat 

dinasabkan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang 

menemukannya.
97

 Namun pendapat ini seakan-akan bertentangan dengan 

firman Allah dalam QS Al-Ahzab Ayat 5
98
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Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 

bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika 

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah 

mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. 

dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, 

tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan 

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

Dan dalam perkara ini orang tua angkat atau para pemohon 

mengakui bahwa anak anak yang ditemukannya adalah anak orang lain 

yang ia temukan atau ia ambil dari sebuah rumah sakit. Maka dalam 

pandangan hukum Islam, dalam hal ini sudah jelas bahwa tidak ada 

hubungan nasab antara anak temuan ini dengan orang tua angkatnya. 

Menurut ketua majelis
99

 dalam perkara ini berpendapat bahwa 

dalam hukum Islam nasab anak angkat mengikuti orang tuanya, maka dari 

itu nasab anak temuan dalam perkara ini tidak ditentukan oleh majelis 

mengikuti nasab orang tua atau tidak artinya nasabnya masih tidak jelas 

karena tidak menutup kemungkinan kemudian orang tuanya untuk datang 

kembali. 

Namun dalam kehidupan bermasyarakat untuk saat-saat ini anak 

temuan tersebut diakui sebagai anak sendiri oleh oleh para pemohon 
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sebatas untuk menjaga harga diri dan perasaan anak temuan tersebut, 

sampai anak temuan tersebut dewasa dan siap untuk menerima kenyataan 

bahwa dirinya adalah anak hasil temuan yang tidak jelas asal-usul orang 

tuanya. Sebagaimana pemaparan pemohon
100

 bahwa ia akan menceritakan 

semua kepada anak angkatnya itu mengenai asal-usulnya, jika anak 

tersebut sudah dewasa dan dapat berfikir sehat sehingga anak tersebut 

tidak mengalami depresi dan menerima kenyataannya bahwa dia adalah 

bukan anak kandungnya yang mengasuhnya selama ini melainkan anak 

dari orang yang tidak diketahui asal-usulnya. 

 

C. Pembahasan temuan 

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak 

Temuan di Pengadilan Agama 

Sebagaimana yang telah di uraikan di atas, bahwa prosedur 

pengangkatan anak temuan adalah serangkaian tindakan yang harus di 

lakukan oleh pemohon atau orang yang akan mengangkat anak  temuan. 

Untuk melakukan pengangakatan ini, bagi orang Islam agar 

pengangkatannya dapat di nyatakan sah maka jalan keluarnya adalah 

mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan 

Agama . 

Jika melihat produk hukum yang dihasilkan pada perkara nomor 

0461/2014/Pdt.P/PA.Jr, tertera dengan jelas bahwa para pihak berusaha 

untuk sadar akan hukum. Hal ini di cerminkan  karena anak  yang di 
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asuhnya sebelumnya selama kurang lebih 10 tahun kini diajukan ka 

Pengadilan Agama untuk disahkan sebagai anak angkatnya. Para pemohon 

sadar bahwa  tindakan yang di lakukan selama ini mengakui anak tersebut 

sebagai anak kandungnya adalah tidakan yang tidak di benarkan menurut 

Islam, karena jelas-jelas anak tersebut anak orang lain dan bukan anak 

kandungnya dan ia tahu bahwa orang tuanya ada tapi tidak diketahui 

keberadaannya. Oleh karena itu para pemohon mengajukan permohonan 

penetapan pengangkatan anak tersebut guna untuk di sahkannya 

permohonan penetapanan pengangkatan anak yang diajukannya terhadap 

anak yang di asuhnya selama ini. 

Dengan mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak, 

para pihak telah berusaha untuk sadar hukum dan mengikuti perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia sebagai negara tempat ia tinggal serta 

aturan yang berlaku dalam hukum Islam  yang merupakan aturan dari 

agama yang mereka anut. Artinya mereka sadar hukum, yang awalnya 

mengakui anak orang lain adalah tidak di perbolehkan, kemudian 

mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak untuk mensahkan 

anak tersebut berada dalam keluarga mereka walaupun kedudukannya 

hanya sebagai anak angkat . 

Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak yang di 

lakukan pemohon harus melalui beberapa prosedur, dan pemohon telah 

berusaha untuk mengikuti prosedur penetapan pengangkatan anak yang 

ada di Pengadilan Agama. Dengan bersusah payah pemohon 
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mengumpulkan alat bukti tertulis yang juga merupakan persyaratan 

administratif seperti foto kopi KTP para pemohon, foto kopi buku nikah 

para pemohon, foto kopi Kartu Keluarga pemohon, surat keterangan 

identitas anak yang di keluarkan oleh SDN Jember lor 1 atas nama Ananda 

Rizki Pratama, dan  foto kopi raport anak sejak tahun 2011 sampai 2014 . 

Alat-alat bukti yang berupa foto kopi identitas telah dilihat dan 

sesuai  dengan aslinya dan telah bermaterai cukup. Para pemohon juga 

mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang menerangkan bahwa saksi 

kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah tetangga yang masih 

memiliki hubungan persaudaraan yaitu  yang bernama Abdul Kholik dan 

juga adik ipar dari Pemohon I yaitu yang bernama Matori. Dan pada 

intinya mereka para saksi menyampaikan persaksiannya pada persidangan 

bahwa  pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan selama 

pernikahannya kurang lebih sekitar 15 tahun belum dikaruniai keturunan 

(anak), bahwa pemohon mengangkat seorang anak yang bernama Ananda 

Rizki Pratama  sejak masih bayi, dan selama berada dalam asuhan 

pemohon, anak tersebut tumbuh sehat dan mendapatkan kasih sayang, 

perawatan, dan pendidikan yang baik dari para pemohon. 

Secara perundang-undangan, dalam hal anak yang tidak jelas asal 

usulnya banyak yang seharusnya disertakan sebagai alat bukti salah 

satunya harus disertakan pula surat ijin dari dinas sosial. Dalam perkara ini 

tidak terdapat surat ijin tersbut,  meskipun secara hukum yang ideal (benar 

dimata hukum) prosedur yang dilakukan para pemohon tidak terpenuhi, 
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namun permohonan penetapan pengangkatan anak temuan dalam perkara 

ini disahkan oleh Majelis Hakim, karena yang menjadi pertimbangan 

Majelis hakim adalah kebaikan yang akan diperoleh oleh anak di masa 

yang akan datang dan kesanggupan dan kelayakan calon orang tua angkat 

untuk mengasuh dan mendidik anak temuan tersebut. 

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak 

Temuan 

Perlindungan terhadap anak-anak yang terlantar (anak temuan) atau 

biasa dikenal dengan sebutan al laqith, dalam Islam sangat diperhatikan. Bagi 

yang menemukan anak temuan, mengambil dan mengasuh anak temuan 

sampai dihukumi wajib kifayah, hal ini dikarenakan Islam benar-benar 

memperhatikan akan kehidupan anak temuan, agar ia dapat hidup dengan 

layak , diasuh, dan dididik dengan pengasuhan dan pendidikan yang baik dan 

benar menurut Islam. 

Mengasuh dan mendidik anak temuan merupakan perbuatan yang 

sangat terpuji, karena termasuk dalam perbuatan tolong menolong dalam hal 

kebaikaan dan kepeduliannya terhadap keadaan lingkungan sekitar. Dalam 

Al-Qur’an Allah telah berfirman bahwa betapa mulianya menolong sesama 

makhluk-Nya, apalagi yang ditolong adalah anak-anak yatim, fakir miskin, 

dan juga anak-anak yang terlantar yang tidak diketahui keberadaan orang 

tuanya. 

Prosedur yang harus dilalui oleh orang yang akan mengasuh atau 

mengangkat anak temuan dalam hukum Islam sangatlah mudah, hal ini 
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membuka peluang bagi orang-orang Islam yang berkemampuan yang ingin 

berbuat kebaikan mengasuh atau mengangkat anak temuan agar lebih mudah. 

Karena orang-orang cenderung malas atau tidak mau untuk berbuat baik 

ketika jalannya masih terlalu rumit. 

Syarat untuk mengasuh atau mengangkat anak temuan adalah orang 

tersebut harus sudah cakap hukum (taklif), merdeka, beragama islam, dan adil 

(berkelakuan baik). 

Dari beberapa syarat di atas, ketika melihat keadaan era masa kini, 

telah banyak orang-orang yang telah memenuhi kriteria persyaratan yang 

dipaparkan diatas. Namun yang sangat disayangkan adalah, sampai saat ini 

masih banyak anak-anak yang terlantar yang tidak mendapat asuhan dan 

perhatian dari orang-orang yang sudah mampu dan memenuhi kriteria 

persyaratan tersebut, yang berada di lingkungan sekitar orang-orang tersebut. 

Dalam asasnya, prosedur pengangkatan anak temuan yang 

dilakukan di Pengadilan Agama Jember telah sesuai dengan prosedur 

pengangkatan anak temuan dalam Islam. Asas dari pengangkatannya adalah 

untuk melindungi, memelihara, dan mengasuh anak temuan agar masa 

depannya terjaga dengan baik dan tumbuh menjadi orang yang berguna bagi 

agama dan negaranya. 

3. Nasab Anak Angkat Anak Temuan  

Dalam hukum Islam nasab anak temuan dapat dinisbahkan kepada 

yang menemukannya, apabila yang menemukannya seorang muslim dan 
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mengakuinya sebagai anaknya, dan anak tersebut benar-benar tidak diketahui 

keluarganya dan juga ia yakin bahwa anak tesebut bukan anak orang lain.  

Dalam perkara ini orang yang mengangkat atau mengasuh anak 

temuan ini mengetahui dan menyadari bahwa anak tersebut bukan ia yang 

menemukan pertama kalinya, dan ia mengakuinya sebagai anak selama ini 

hanya sebatas untuk menjaga kehormatan dan perasaan anak temuan tersebut, 

karena sejatinya ia mengakuinya bahwa anak tersebut adalah anak orang lain. 

Oleh karena itu, jika dipandang dalam pandangan hukum Islam nasab anak 

tersebut tidak dapat dinisbahkan kepada yang mengasuhnya, karena yang 

mengasuhnya sejatinya tidak mengakuinya sebagai anaknya melainkan anak 

orang lain yang ia asuh karena rasa kemanusiaan dan kebetulan ia juga tidak 

memiliki keturunan. 

Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang 

mana segala tindak tanduknya diatur oleh hukum. Di Indonesia, baik melalui 

perundang-undangan maupun peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku di 

Indonesia sejauh ini tidak mengakui adanya pengakuan anak, oleh karena itu 

majelis hakim Pengadilan Agama Jember yang menangani perkara ini tidak 

menentukan atau menisbahkan nasab anak tersebut kepada yang 

mengasuhnya, dan tidak menutup kemungkinan orang tua dari anak tersebut 

akan datang untuk mencarinya atau suatu saat nanti ketika anak sudah dewasa 

dan mengetahui asal usulnya memungkinkan ia untuk mencari orang tua 

asalnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Memutuskan 

Prosedur Pengangkatan Anak Temuan 

Permohonan penetapan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan 

Agama tujuannya untuk melegalkan anak yang diasuh selama ini menjadi 

anak angkat yang sah dimata hukum.Prosedur pengangkatan anak temuan 

atau anak yang tidak jelas asal-usulnya diatur dalam peraturan perundang-

undangan harus membuat surat keterangan kesanggupan, dalam hal ini 

pemohon mengajukan kesanggupannya secara lisan. Harus memiliki surat 

keterangan dari aparat desa, namun ini bisa tidak dilayangkan karena adanya 

persaksian. Dan yang terakhir harus memilki surat izin dari dinas sosial, 

dalam hal ini suart izin dari dinas sosial tidak dimilki oleh pemohon, namun 

hakim tetap mengabulkan dan mensahkan pengangkatan anak yang diajukan 

oleh pemohon. 

Pertimbangan hakim memutus mengabulkan permohonan 

penetapan pengangkatan anak temuan yang diajukan oleh pemohon untuk 

disahkannya pengangkatan anak ini meski memilki tidak memilki izin dari 

dinas sosial karena dalam hakim memandang syarat yang paling dibutuhkan 

adalah kesanggupan dan kelayakan orang tua angkat untuk membina dan 

mendidik anak temuan tersebut dan pengangkatan dilakukan oleh pemohon 
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semata-mata hanya untuk kepentingan anak temuan yang diangkatnya 

tersebut. 

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak 

Temuan 

Anak temuan sangat di identikan dengan ditelantarkannya seorang 

anak yang tidak berdosa, anak-anak yang masih tidak mengerti atau 

mengetahui akan hal-hal apapun, bahkan tidak mampu bertindak sedikitpun.  

Mengasuh dan merawatnya adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan 

merupakan perbuatan  yang sangat di apresiasi oleh Allah SWT dengan janji 

surga. Hal yang diutamakan dalam pengangkatan anak adalah bentuk 

pengasuhan dan pemeliharaannya terhadap anak, agar masa depan anak tidak 

rusak dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik atau tidak layak 

dilakukan, misalnya pergaulan bebas yang meresahkan masyarakat. 

Pengangkatan anak dalam hukum Islam hukumnya di perbolehkan, 

terutama terhadap anak-anak yatim, anak-anak fakir, anak-anak miskin, dan 

termasuk dalam hal ini anak-anak yang terlantar dan tidak diketahui orang 

tuanya (anak temuan). Prosedur yang harus dilalui oleh orang yang akan 

mengasuh atau mengangkat anak temuan dalam hukum islam sangatlah 

mudah, yaitu harus memenuhi beberapa syarat. Syarat untuk mengasuh atau 

mengangkat anak temuan adalah orang tersebut harus sudah cakap hukum 

(taklif), merdeka, beragama Islam, dan adil (berkelakuan baik). 
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Dalam asasnya, prosedur pengangkatan anak temuan yang 

dilakukan di Pengadilan Agama Jember telah sesuai dengan prosedur 

pengangkatan anak temuan dalam Islam. Asas dari pengangkatannya adalah 

untuk melindungi, memelihara, dan mengasuh anak temuan agar masa 

depannya terjamin dengan baik dan tumbuh menjadi orang yang berguna bagi 

agama dan negaranya. Dari aspek syarat-syarat orang yang mengasuhnya 

(pemohon) di pengadilan agama jember juga telah sesuai dengan syarat-syarat 

yang ada dalam hukum Islam. 

3. Nasab Anak Angkat Anak Temuan 

Nasab anak temuan dapat dinisbahkan kepada orang yang 

menemukannya jika orang yang menemukan mengakui anak temuan itu 

sebagai anaknya. Dalam perkara ini pemohon sejatinya tidak mengakui anak 

temuan ini sebagai anaknya Dalam perkara ini orang yang mengangkat atau 

mengasuh anak temuan ini tidak mengakui sebagai anaknya, melainkan anak 

orang lain yang keberadaan orang tuanya tidak diketahui yang ia asuh karena 

rasa prikemanusiaan, dan ia mengakuinya sebagai anak selama ini hanya 

sebatas untuk menjaga kehormatan dan perasaan anak temuan tersebut bukan 

untuk mengakuinya sebagai anaknya sendiri. Oleh karena itu, jika dipandang 

dalam pandangan hukum islam nasab anak tersebut tidak dapat dinisbahkan 

kepada yang mengasuhnya. 

Dalam penetapan Pengadilan Agama Jember yang menangani 

perkara ini tidak menentukan nasab anak temuan tersebut kepada yang 

mengasuhnya, dan dikarenakan tidak menutup kemungkinan orang tua dari 
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anak tersebut akan datang untuk mencarinya atau suatu saat nanti ketika anak 

sudah dewasa dan mengetahui asal usulnya memungkinkan ia untuk mencari 

orang tua asalnya. Dan di Indonesia istilah pengakuan tidak diatur dalam 

peraturan perundang-undangan sehingga hakim tidak menentukan nasab anak 

tersebut, artinya nasab anak temuan tersebut masih tidak jelas. 

B. Saran-saran 

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum di 

bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, wasiat, dan ekonomi syariah. 

Pengangkatan anak termasuk dalam cabang-cabang yang ada pada perkawinan 

sehingga masih termasuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama. 

Masih banyak masyarakat yang beragama Islam melakukan 

pengangkatan anak temuan tanpa melalui pengesahan di Pengadilan Agama, maka 

disini kami sebagai mahasiswa IAIN Jember yang melakukan penelitian di 

Pengadilan Agama Jember memiliki saran yang pertama, para hakim dalam 

memutuskan perkara perlu mengkaji secara mendalam tentang perkara yang 

diajukan oleh masyarakat. Kedua, para hakim dalam menangani dan memutus 

perkara pengangkatan anak temuan perlu memeriksa dengan teliti dan lebih 

mendalam mengenai identitas dan fakta yang terjadi di lapangan, karena 

ditakutkan terdapat data yang palsu atau motif pengajuan yang dibuat-buat. 

Karena jika ini terjadi maka anak angkatlah yang menjadi korbannya. Ketiga, 

saran ini ditujukan kepada pemohon, pemohon hendaknya memberikan berkas-

berkas yang valid dan tidak mencoba untuk memalsukan data-data yang 

diserahkan ke Pengadilan Agama Jember, guna untuk membantu mempermudah 

lancarnya proses pengangkatan anak temuan. Dan apabila terdapat pemalsuan 
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hanya karena ingin memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama akibatnya akan 

banyak pihak yang dirugikan.  
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